
BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DBNGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 31 1

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Pasal lO4 ayat (1) peraturan
Pemerintah Nomor 1.2 Tahun 2olg tentang pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu
yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh persetu.juan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Llmum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 7945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1Oe2);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nonror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor a355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
llle{barT Negara Republik lndonesia fafrun ZOO+ Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OO);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le'mba.an Negara
Republik Indonesia Nomor S5g7), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undaig_Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang penetapan perlturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang_Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan perpajakan (Lembaran Negara nepuitit< Indonesia
Tahun 2O2I Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentarrg Hubungan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor B Tahun 2023 tentang provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 6864);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O00
Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIZ
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2O23
tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18
Tahun 2077 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan
6847);

15. Peraturan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68g3);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 202O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas peraturan presiden Nomor 33
Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tah:un 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahwn 2Ol2 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 1067);

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TO Tahun 2Ol9
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

2 I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peratoran Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia TaLrun 2O2O Nomor
t7B1);
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 43 1);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MtrMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan ralgzat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.
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B. Pengeluaran Daerah
Daerah.

adalah uang yang keluar dari kas

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam -periode
tahun anggaran berkenaan.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

1 1. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diteiima t<emUlt,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2024
berjumlah Rp. I .722.619 .248.952, terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian
sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 1 .607.25 1.g32.935
b. Belanja Daerah Rp. 1.T12.619.248.952

Defisit (Rp.
Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 1 15.367.416.117
2. Pengeluaran Rp. 10.000.000.000

ro5.367 .416.117],
C

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

Rp. 1O5.367.416.117

Rp

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. I .6O7.25 1.g32.g35
(Satu triliun enam ratus tujuh milyar dua ratus lima puluh satu
juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh
lima rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.392.912.52O
(Dua ratus empat milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta
delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah),
yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 38.207.52O.0O0 (Tiga puluh
delapan milyar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh
ribu rupiah).

0



(3,) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.325.2 97 .S2O (Lirna
belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus
sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puiuh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr-rf c direncanakan
sebesar Rp. 142.360.000.0O0 (Seratus empat puluh dua
milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 8.5O0.000.O00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.342.453.296.315 (Satu
triliun tiga ratus empat puluh dua milyar empat ratus lima
puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga
ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.278.786.572.000 (Satu triiiun dua ratus tujuh puluh
delapan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 63.666.724.375 (Enam puluh tiga milyar enam ratus
enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga
ratus lima belas rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp. 60.405.719.000 (Enam puluh milyar empat ratus lima
juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri
atas:
a. pendapatan hibah; dan
b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.780.000.000 (Empat
puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.625.719.000 (Empat

belas milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus

sembilan belas ribu ruPiah)'
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Pasal 8
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 hurul a direncanakan sebesar Rp. 1.177.234.323.152
(Satu triliun seratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tigapuluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus iiria
puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 575.g76.609.Or1 (Lima ratus tujuh
puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta eriam
ratus sembilan ribu dua puluh satu rupiah).

(3) Relanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 5 i9.514.SS-0. tZ+ 

-1Lima

ratus sembilan belas milyar lima ratus empat belas juta tiga
ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluir emp-at
rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 28.399.296.O82 (Tujuh puluh
delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua
ratus sembiian puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.444.O78.875 (Tiga milyar
empat ratus empat puluh empat juta tujuh puluh delapan
ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah rahun Angga ran 2024 direncanakan
sebesar Rp. 1.712.619.248.952 (Satir- triliun tujuh ratus duabelas milyar enam ratus..sembilan belas juta dr-ia ratus ;*p;;puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yangterdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 27a.482.966.264
(Dua ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan
puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh
ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal peralatan dan mesin
b. Belanja modal bangunan dan gedung; dan
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 31.849.296.909 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus
empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puiuh enam
ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
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(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 48.516.991.1S0 (Empat puluh delapan milyar lima ratus
enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu
seratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 198.116.678.7O5 (Seratus sembilan puluh delapan milyar
seratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh delapan
ribu tujuh ratus lima rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga
milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

( 1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 253.901.959.036
(Dua ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus satu juta
sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. beianja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.620.945.840 (Lima
milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus empat
puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24g.281.013.196
(Dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan
puluh satu juta tiga belas ribu seratus sembilan puluh enam
rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp. 105.367.416.117 (Seratus lima milyar
tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu
seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 hurufa direncanakan sebesar Rp. i15.367.416. 117
(Seratus lima belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh iuta
empat ratus enam belas ribu seratus tujuh belas rupiah), yang
terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
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Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas
penyertaan modal daerah.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp. 105.367.416.117 (Seratus lima milyar tiga ratus enam
puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh
belas rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp. 105.367.416.117 (Seratus lima milyar tiga ratus
enam puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus
tujuh belas rupiah).

Pasal 16

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan pubiik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendaii Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.
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Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1 Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut

Lampiran II

kelompok dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan,
subkegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, dan subkegiatan beserta
indikator dan target kinerjanya;
Rekapituiasi belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;
Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SpM;
Sinkronisasi program pada RPJMD/RpD
dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi program, kegiatan dan
subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah
Daerah dan PPAS dengan rancangan ApBD;
Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan
prioritas nasional dengan program prioritas
daerah;
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per
jabatan;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal daerah dan
investasi daerah lainnya;
Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah dan aset
lain-lain;
Daltar subkegiatan tahun jamak {multi
years);

Daftar dana cadangan; dan
Daftar pinj aman daerah.

Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

13. Lampiran XIII

14. Lampiran XIV

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

11

12

Lampiran XI
Lampiran XII

15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 sebagar landasan operasional pelaksanaan ApBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Dtilttu;,tu
DOLLY PASARIBU

SEKDA KAB.

ASISTEN \
KEPAI.A BPKPAO

SEKRETARIS BPKPAO

KABIOANGGARAN

KASI ANGGARAN

zrl2ll2{r,il

mzr
L\'ltr

pnmr-peuNocuno JlvYle
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal

SEKRE"TARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

SOFYAN ADIL

LEMBARANDAERAHKABUPATENTAPANULISELATANTAHUN2023NoMoR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI

SUMATERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024: (7-199 12023\
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I

PEN.JELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat ApBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun
20O3 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan Daerah
dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikeloia dalam ApBD. penerimaan
dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-
tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan
dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat
dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua
Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua
penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam
APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan
sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan
pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun
anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari
dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga
pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat
dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam
rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang
bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu
diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka
perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila :

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum
Anggaran (KUA);

2. Terjadt keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antarjenis belanja;

3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.
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_ Delegasi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Atasan kepadaPemerintah Daerah dalam menyusun dan mengajukan nr""""g;;p.."tr.r.,Daerah tentang perubahan APBD u.rtrli dibahas bersama DPRD
sebagaimana terdapat d.alam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun zot+
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan u.ra".rg-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan tiedua Jas Undan[-
Undang Nomor 23 Tahun 2074 ter.tarig pemerintahan Daerah 1t_emtaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhii dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 31o); serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah rahun Anggaran 2o2o (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655) menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran pindapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jeias

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal .5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal B
Cukup jelas
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